
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 

NOMOR 11 TAHUN 2013  

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 

NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS 

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

a .  bahwa dalam rangka lebih meningkatkan perekonomian rakyat 

dan pembangunan d i  Kota Mojokerto, maka perlu memperluas 

akses permodalan dan investasi khususnya pada Perseroan 

Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota 

Mojokerto; 

b .  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a ,  maka perlu mengubah Peraturan Oaerah Kota 

Mojokerto Nomar 8 Tahun 2 0 1 0  tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang 

Pendi r ian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah ;  

c. bahwa berdasarkan konsideran menimbang huruf a dan b maka 

perubahan modal  Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan 

Rakyat Syar iah (BPRS) Kata Mojokerto perlu ditetapkan dalam 

peraturan daerah.  

Mengingat 1 .  Pasal  1 8  ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Repub l ik  

Indones ia Tahun 1945 ;  

2.  Undang-undang Nomor 1 7  Tahun 1950  tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Kec i l  da lam L i ngkungan Prop ins i  Jawa 

T imur/Jawa Tenqah/Jawa Barat sebaga imana telah d iubah 

dengan Undang-undang Nomor 1 3  Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang -undang Nomo r  1 6  dan 1 7  Tahun 1950 

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil d i  

Jawa (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1954 

Nomor  40, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5 5 1 ) ;  

Men imbang 
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3.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962  tentang Perusahaan 

Daerah (Lembaran Negara Repub l ik  Indonesia Tahun 1962 

Nomor 1 0 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 2387) ;  

4 .  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3 1 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3472) 

sebagaimana telah d iubah dengan Undang-undang Republ ik 

Indones ia  Nomor 1 0  Tahun 1998  Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1992  tentang Perbankan (Lembaran Negara Republ ik 

Indones ia Tahun 1998  Nomor 182 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Repub l ik  Indones ia Nomor 3790) ;  

5 .  Undang-undang Nomor 23 Tahun 1 9 9 9  tentang Bank Indonesia 

(Lembaran Negara Repub l ik  Indones ia Tahun 1999  Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indones ia Nomor 3843) 

sebaga imana telah d iubah dengan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2004 (Lembaran Negara Repub l ik  Indones ia Tahun 2004 

Nomor 7 ,  Tambahan Lembaran Negara Repub l ik  Indones ia 

Nomor 4357) ;  

6 .  Undang-undang  Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4286) ;  

7 .  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5 ,  Tambahan Lembaran Negara Repub l ik  Indonesia 

Nomor 4355 ) ;  

8 .  Undang-undang Nomor 1 5  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Penge lo laan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republ ik  Indones ia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Repub l ik  Indonesia 4400); 

9 .  Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Repub l i k  Indones ia Tahun 2004 

Nomor 1 2 5 ,  Tambahan Lembaran Negara Repub l ik Indonesia 

Nomor 4437) yang telah d iubah dengan Undang-undang Nomor 

1 2  Tahun 2008 tentang Pemerintahann Daerah (Lembaran 

Negara Repub l ik  Indones ia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4844) ;  

1 0 .  Undang -undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republ ik lndoensia Tahun 2004 Nomor 126 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indones ia Nomor 4438) ;  
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1 1 .  Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Repub l ik  Indones ia Tahun 2007 

Nomor 1 0 6 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4756) ;  

1 2 .  Undang-undang  Nomor 21  Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syar iah (Lembaran Negara Republ ik Indones ia Tahun 2008 

Nornor 94 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia 

Nomor 4867) ;  

1 3 .  Undang-undang  Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik 

Indones ia  Tahun 2 0 1 1  Nomor 82 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Repub l ik  Indones ia  Norn or 5234 ) ;  

1 4 .  Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 1992  tentang Bank 

Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republ ik  Indones ia 

Tahun 1 9 9 2  Nomor 1 1 8 ) .  

1 5 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Penge lo laan Keunngan Oaerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indones ia  Tahun  2005 Nomor 1 4 0 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Repub l i k  Indones ia Nomor 4578) ;  

1 6 .  Peraturan Pemer intah Nomor 1  Tahun 2008 tentang lnvestasi 

Pemer intah (Lembaran Negara Repub l ik  lndoens ia Tahun 2008 

Nomor 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4 8 1 2 ) ;  

1 7 .  Peraturan Menter i  Oa lam Neger i  Nomor 22 Tahun 2006 Tentang 

Penge lo laan Bank Pembiayaan Rakyat M i l i k  Pemerintah 

Daerah ;  

1 8 .  Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 21  Tahun 2 0 1 1  

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 

1 3  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo laan Keuangan 

Oaerah; 

1 9 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2 0 1 1  Tentang 

Pembentukan Prociuk Hukum Daerah;  

20.  Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBl/2006 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 

6/17/PBl/2004 Tentang BPR Berdasarkan Pr ins ip Syar iah 

(Lembaran Negara Republ ik  Indones ia Tahun 2006 Nomor 82); 

2 1 .  Peraturan Bank Indonesia Nomor 1 1 /23/PBl/2009 tentang Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republ ik 

I ndones ia  Tahun 2009 Nomor 1 0 1  DPBS) ;  

22 .  Peraturan Bank Indones ia Nomor 12 /21 /PB l /2010  tentang 

Rencana B isn is  Bank (Lembaran Negara Repub l ik  Indones ia 

Tahun 201  O Nomor 1 2 0  OPNP /OPbs ,  Tambahan Lembaran 

Negara Repub l i k  Indones ia  Nomor 5 1 6 1 ) ;  
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Oengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO 

dan 

WALIKOTA MOJOKERTO 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA 

MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENDIR IAN 

PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH 

KOTA MOJOKERTO 

Pasal I  

Beberapa ketentuan da lam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Pend i r ian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota 

Mojokerto yang d iundangkan  da lam Lembaran Daerah Kata Mojokerto Tahun 2009,  

sebagaimana telah d iubah sebagai  ber ikut :  

a .  Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 8 Tahun 2 0 1 0  tentang perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kata Mojokerto (Lembaran Daerah Kata Mojokerto Tahun 2 0 1 0  

Nomor 1/E)  d iubah sebagai ber ikut :  

1 .  Ketentuan Bab I Pasal 1 d itambah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai ber ikut: 

25 .  Rencana Strategi B isn is  adalah dokumen tertulis yang 

menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu 

tahun) dan jangka menengah ( l ima tahun) ,  termasuk rencana untuk 

meningkatkan kinerja usaha,  serta strategi untuk merealisasikan 

rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, 

dengan tetap memperhat ikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan 

penerapan manajemen r is iko .  

26.  Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ada lah rencana da lam jangka 

waktu satu tahun .  

27 .  Moda l  Dasar  ada lah  modal  perusahaan yang terdir i  atas se luruh n i l a i  

nomina l  saham.  

2 .  Ketentuan Bab IV Pasal  9 ayat ( 1 ) ,  ayat (2) ,  ayat (3) dan ayat (4) d iubah 

seh ingga secara kese luruhan Pasal 9 berbunyi sebagai ber ikut :  

BAB IV 

MODAL 

Pasal  9 

( 1 )  Modal  dasar  PT. BPRS Kota Mojokerto untuk kedua kal i  ditetapkan sebesar 

Rp .  24 . 000 .000 . 000 , 00  (dua pu luh  empat mi lyar rup iah) .  
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,2) Moda l  dasar  PT. BPRS Kota Mojokerto secara akumulat i f  sebesar Rp .  

32 .000 .000 .000 ,00  (t iga pu luh  dua mi lyar rup iah ) .  

(3) Modal  disetor PT. BPRS Kota Mojokerto ditetapkan sekurang-kurangnya 

Rp.  8 . 000 .0000 .000 ,00  (de lapan mi lyar rup iah) yang terbagi atas 80 .000 ,00 

(delapan pu luh  r ibu)  lembar saham,  mas ing-mas ing saham bern i la i  nomina l  

sebesar Rp .  100 .000 ,00  (seratus r ibu rup iah) .  

(4) Perbandingan saham ditetapkan sebagai ber ikut :  

a .  Pemerintah Kota sebanyak 99% (sembi lan pu luh sembi lan persen); 

b .  P ihak Ketiga sebanyak 1 % (satu persen) .  

3 .  Ketentuan Bab X Pasal 1 0 4  d iubah sehingga secara keseluruhan Pasal 104 

berbunyi sebagai ber ikut :  

B A B X  

PERENCANAAN DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 

Rencana Strategi Bisnis 

Pasa l  1 04  

( 1 )  Direksi wajib menyusun rencana strategi b isn is PT. BPRS Kota Mojokerto 

jangka panjang yang d icapa i  da lam jangka waktu 5 ( l ima) tahun .  

(2) Rancangan rencana strategi b isn is  yang d i susun  Direksi sebagaimana 

d imaksud pada ayat ( 1 )  pa l ing sedik it  memuat :  

a .  N i la i  dan harapan pemangku kepent ingan (stakeholder); 

b. Vis i  dan mis i ;  

c. Ana l i s i s  kond is i  in terna l  dan eksternal ;  

d .  Sasaran dan in i s ia t i f  strategi ;  

e .  Program 5 ( l ima)  tahunan ;  dan 

f. Proyeksi keuangan .  

(3) Rancangan rencana strategi b isn is yang telah d i tandatangani  bersama 

Dewan Komisar is  d isampa ikan kepada R U P S  untuk mendapatkan 

pengesahan .  

4 .  Ketentuan Bab XI Pasal 1 0 8  ayat (2) d iubah seh ingga secara keseluruhan Pasal 

1 0 8  (2) berbunyi  sebaga i  ber ikut :  

BAB XI 

TAHUN B U K U  DAN PENGGUNAAN LABA 

Pasa l  1 0 8  

(2) Laba bersih PT. BPRS Kota Mojokerto setelah d ikurang i  pajak yang telah 

d isahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut :  
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a .  Bagian Laba untuk Oaerah 50% 

b. Cadangan Umum 15% 

c. Cadangan Tujuan 1 5 %  

d .  Dana Kesejahteraan 10% 

e. Jasa Produksi 1 0 %  

P a s a l l l  

Peraturan Daerah in i  berlaku mula i  pada tanggal d iundangkan;  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah in i  

dengan penernpatannya dalarn Lembaran Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan d i  Mojokerto 

Padatangga l  2B OktoDer 2 0 1 3  

WALIKOTA MOJOKERTO 

ABDULGANIZOEHARTONO 

Diundangkan d i  Mojokerto 
pada tanggal 29 Oktober 2 0 1 3  

SEKRETARIS DAERAH KOTA �JOKERTO 

Ors. BUDWI S U N U  H . S .  M .S i .  

Pembina Utama Muda 
N I P .  1 9 6 0 1 1 0 4 1 9 8 5 0 3 1  007 

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2 0 1 3  NOMOR 1 0  
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KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 

PUDJI HARDJONO SH 
NIP. 19600729198503 1 007 

 



7 

PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 

NOMOR TAHUN 2013  

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 6 

TAHUN 2009 TENT ANG PEND IR IAN PERSEROAN TERBATAS BANK 

PEMBIA YAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO 

A. UMUM 

Bahwa dengan d id i r ikannya BPRS sebagai  lembaga keuangan yang 

berpr ins ip syar iah juga member ikan arah pada kebi jakan yang merujuk pada 

pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme 

pasar yang berkeadi lan dengan pr ins ip persa ingan sehat dan memperhatikan 

pertumbuhan ekonomi n i l a i -n i l a i  kead i lan ,  kepent ingan sos ia l ,  kualitas h idup ,  

pembangunan berwawasan l i ngkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin 

kesempatan yang sama da lam berusaha dan  bekerja, per l indungan hak-hak 

konsumen ,  serta per lakuan yang ad i l  bagi se luruh masyarakat 

Sa lah satu upaya untuk mencukunq dan mencukup i  kebutuhan modal dari  

PT. BPRS Kata Mojokerto sebagai  satu-satunya lembaga keuangan yang 

berpr ins ip  syar iah dengan rnemberdayakan masyarakat penggerak UMKM d i  

wilayah Mojokerto maka d iper lukan tambahan moda l  dasar .  Se la in  penambahan 

moda l  untuk mencukup i  kebutuhan moda l ,  penambahan modal tersebut 

d igunakan untuk mendi r ikan Kantor Cabang di  sekitar Pacet, Kabupaten 

Mojokerto karena d idukung oleh b idang agrabisnis dan  pariwisata yang semakin 

berkembang serta memperkuat sumber pendanaan dari PT. BPRS Kata 

Mojokerto. Bahwa PT . BPRS Kota Mojokerto sebagai sa lah satu Badan Usaha 

Mi l ik Daerah Pemerintah Kota Mojokerto yang bergerak d i  lembaga keuangan 

berpr ins ip syariah d ibentuk dengan tujuan un tuk rnenqesnbanqkan dan 

memberdayakan masyarakat penggerak UMKM di  w i layah Mojokerto serta 

meningkatkan Pendapatan Asl i  Daerah .  

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup je las 

P a s a l 9  

Ayat ( 1 )  

Modal dasar sisa yang disetarkan kepada PT. BPRS Kata 

Mo jokerto berdasarkan pada komposisi moda l  dasar sebesar 25%. 
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Ayat (2) 

Merupakan akumu las i  dar i  modal  dasar  yang telah disetorkan 

sebesar Rp .  8 .000 .000 .000 ,00  (de lapan mi lyar rupiah) dan Rp .  

24 .000 .000 .000 ,00 (dua pu luh empat mi lyar rupiah) yang j ika 

d i jurnlahkan sebesar Rp .  32 .000 .000 .000 ,00 (tiga pu luh dua mi lyar 

rup iah) .  

Ayat (3) 

Apabi la  j um lah  modal  disetor leb ih dar i  Rp.  8 .000 .000 .000 ,00 

(de lapan mi lyar  rup iah) ,  maka jumlah saham terbagi sesuai 

pembagian ,  dengan mas ing-mas ing saham bern i la i  tetap sebesar 

Rp .  1 00 . 000 , 00  (seratus r ibu rup iah) .  

Aya t (4 )  

Cukup  je las .  

Pasal  104 

Cukup je las .  

Pasal  1 0 8  

Cukup je las .  

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2 0 1 3  NOMOR 


